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Abstrak
 

Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang

jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung

melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah

aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas

organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam

implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas tata kelola

oleh van Popering-Verkerk et al., (2022)sebagai kerangka teori dalam menganalisis kapasitas tata kelola

LKPP pada implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Berlandaskan pendekatan post-positivist,

verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara

mendalam terhadap 9 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap lima dimensi kapasitas tata

kelola menunjukkan bahwa LKPP telah secara menyeluruh memenuhi aspek koordinasi, ketahanan, dan

sumber daya. Sedangkan, untuk aspek aksi kolektif dan pembelajaran, LKPP dinilai belum memenuhi

indikator ruang untuk bertindak dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

meskipun LKPP telah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai ditunjukkan dengan terpenuhinya 11

dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya

dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. terpenuhinya

11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya

dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama.

......Sustainable procurement has become one of the new focuses in implementing government procurement

of goods/services in Indonesia since the enactment of Presidential Regulation Number 12 of 2021

concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. In this regard, although the policy

has been supported by establishing sustainable procurement governance, which is realized through the

involvement of several government actors, its implementation could be more optimal. Therefore, this study

analyzes the governance capacity of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP)

as an actor having a central role in implementing sustainable procurement in Indonesia. This research uses

the theory of governance capacity by van Popering-Verkerk et al. (2022) as a theoretical framework for

analyzing LKPP governance capacity in the implementation of sustainable procurement in Indonesia. Based

on a post-positivist approach, theory verification in this study was carried out based on qualitative data

collection through in-depth interviews with nine informants and literature studies. The study results on the

five dimensions of governance capacity show that LKPP has thoroughly met the aspects of coordination,
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resilience, and resources. Meanwhile, for the aspects of collective action and learning, LKPP is considered

to need still to meet the indicators of room for action and social learning. Thus, although LKPP already has

adequate governance capacity, as indicated by the fulfillment of 11 of the 13 capacity indicators, there is still

room for capacity building, especially in expanding its authority and facilitating a joint learning process. 


